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a.Pendapatan Asli Daerah Rp. 745,979,866,410.64            

b.Dana Perimbangan Rp. 1,054,470,183,114.00         

c.lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp. 442,367,135,000.00            

Jumlah Pendapatan Rp. 2,242,817,184,524.64      

2.Belanja

a.Belanja Tidak Langsung

1 Belanja Pegawai Rp. 436,435,436,469.00            

2 Belanja Subsidi Rp. 241,576,000.00                   

3 Belanja Hibah Rp. 549,158,899,765.53            

4 Belanja Bantuan Sosial Rp. 82,354,460,000.00              

5 Belanja Bagi Hasil Rp. 195,501,620,900.00            

6 Belanja Bantuan Keuangan Rp. 72,567,931,789.00              

7 Belanja Tidak Terduga Rp. 8,208,370,250.00                

Rp. 1,344,468,295,173.53      

b.Belanja Langsung

1 Belanja Pegawai Rp. 73,718,885,146.00              

2 Belanja Barang dan Jasa Rp. 366,001,339,889.00            

3 Belanja Modal Rp. 404,993,176,084.00            

Rp. 844,713,401,119.00         

Jumlah Belanja Rp. 2,189,181,696,292.53      

Surplus/(Defisit) Rp. 53,635,488,232.11           

3. Pembiayaan

a.Penerimaan Rp. 17,713,024,128.04              

b.Pengeluaran Rp. 44,000,000,000.00              

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. (26,286,975,871.96)          

Rp.

27,348,512,360.15           

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

Tahun Berkenaan


BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 234 
  TAHUN 2013
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PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR  20  TAHUN  2013
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2012
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
Menimbang   :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
Mengingat
:
1. 
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);


2.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);



3.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);



4.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21  Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);


5.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



6.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,  Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



7.
Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,  Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



8. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



9.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


10.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


11.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah         (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  


12.
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);


13.
Peraturan Pemerintah  Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);


14.
Peraturan Pemerintah  Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);



15.
Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);


16.
Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2005 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);



17.
Peraturan Pemerintah  Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);


18.
Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


19.
Peraturan Pemerintah  Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);


20.
Peraturan Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4614);



21.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693).



22.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;


23.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


24.
Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;



25.
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);

 

26.
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;


27.
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;



28.
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan 
:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
Pasal 1

Laporan  Realisasi Anggaran Tahun 2012, terdiri atas:
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Pasal 2

Ringkasan laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di  Mataram

pada tanggal  19 Agustus 2013
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,


   ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 20 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,
                        ttd.

           H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 234
      Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB

             Kepala Biro Hukum

                    H. M a h d i
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		1.		Pendapatan

				a.		Pendapatan Asli Daerah								Rp.		745,979,866,410.64

				b.		Dana Perimbangan								Rp.		1,054,470,183,114.00

				c.		lain-lain Pendapatan Yang Sah								Rp.		442,367,135,000.00

								Jumlah Pendapatan						Rp.		2,242,817,184,524.64

		2.		Belanja

				a.		Belanja Tidak Langsung

						1		Belanja Pegawai						Rp.		436,435,436,469.00

						2		Belanja Subsidi						Rp.		241,576,000.00

						3		Belanja Hibah						Rp.		549,158,899,765.53

						4		Belanja Bantuan Sosial						Rp.		82,354,460,000.00

						5		Belanja Bagi Hasil						Rp.		195,501,620,900.00

						6		Belanja Bantuan Keuangan						Rp.		72,567,931,789.00

						7		Belanja Tidak Terduga						Rp.		8,208,370,250.00

														Rp.		1,344,468,295,173.53

				b.		Belanja Langsung

						1		Belanja Pegawai						Rp.		73,718,885,146.00

						2		Belanja Barang dan Jasa						Rp.		366,001,339,889.00

						3		Belanja Modal						Rp.		404,993,176,084.00

														Rp.		844,713,401,119.00

										Jumlah Belanja				Rp.		2,189,181,696,292.53

										Surplus/(Defisit)				Rp.		53,635,488,232.11

		3.		Pembiayaan

				a.		Penerimaan								Rp.		17,713,024,128.04

				b.		Pengeluaran								Rp.		44,000,000,000.00

								Jumlah Pembiayaan Netto						Rp.		(26,286,975,871.96)

				Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan										Rp.		27,348,512,360.15
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